
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : a.  bahwa tata cara pertanggungjawaban kepala daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
108 Tahun 2000 dan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan
masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu
membentuk Peraturan Pemerintah tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara   Republik   Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana

telah . . .



- 2 -

 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA
MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.  Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.  Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Desentralisasi . . .
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3.  Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.  Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.

5.  Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

6.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7.  Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah
laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan
oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah
laporan yang berupa informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran
atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala
daerah kepada DPRD.

10.Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia
di daerah.

11.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II . . .
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BAB  II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:
a.  urusan desentralisasi;
b.  tugas pembantuan; dan
c.  tugas umum pemerintahan.

Bagian Kedua
Muatan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
a. urusan wajib; dan
b. urusan pilihan.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;

n. pemberdayaan . . .



- 5 -

n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan

z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.

(4) Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi:
a. ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaan.

b. penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup:
1. Prioritas urusan wajib;
2. Program dan kegiatan;
3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
4. Satuan kerja perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan wajib;

5. Jumlah pegawai . . .


